BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1.

2.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pengelolaan Aset Tetap tidak sesuai berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen sumber bahwa pemanfaatan dan
pengamanan barang milik daerah/aset tetap tidak sesuai dengan atau peraturan
yang berlaku. Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan
oleh bidang aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai pembantu
pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan
prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur
dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal
seperti Pemanfaatan 27 rumah dinas yang tidak tepat pemberian sewarumah
dinas terhadap pensiunan, dan Pengamanan Aset Tetap Tanah bawah Jalan
W.J.Lalamentik/Bisnis Center belum memadai yang belum sesuai dengan
PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016.

Faktor-Faktor yang menyebabkan Pengelolaan pengamanan dan pemanfaatan
Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sesuai
berdasarkan PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016 antara lain :

1) Sumber Daya Manusia

Pengetahuan Pengelolaan Aset. Kesulitan- kesulitan dalam melakukan
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pencatatan dikarenakan daerah pemekaran yang baru dan juga kurangnya
bimbingan teknis tentang pengelolaan aset membuat sumber daya
manusia kurang.
2) Penilaian Aset.
Dalam konteks penatausahaan bagian penilaian ini merupakan
pendukung untuk mencatat berapa nilai aset yang akan dicatat.
3) Komitmen Pimpinan.
Faktor komitmen pimpinan yang lebih krusia mempengaruhi
pengelolaan aset.
4) Sikap: Rasa Tangung jawab dan Kepedulian.
Sikap penduli dan tanggung jawab sangat diperlukan dalam mengelola
aset.
6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis
memberikan rekomendasi atau saran bagi Badan Pendapatan dan Aset
Daerah,yakni :
1. Badan Pendapatan dan Aset Daerah perlu memanfaatakan alokasi penunjang
pengamanan dan pemanfaatan Aset seperti :
a) Meningkatkan sarana dan prasarana khususnya terkait dengan pengamanan
dan Pemanfaatan Aset.
b) Meningkatkan kapitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti
berbagai Diklat dan kursus terkait dengan pengelolaan Pengamanan dan
Pemanfaatan Aset.

2.  Melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomenadai BPK.
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